
penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Instansi 
Pemerintah  termasuk 
akuntabilitas keuangan negara 
(pasal 47-48 PP No 60 Tahun 
2008) 

3. BPKP ditugaskan 

melakukan pembinaan 
penyelenggaranan SPIP melalui 
“Peningkatan Kompetensi 
Auditor APIP” (Pasal 59 PP No 
60 Tahun 2008) 
4. Peraturan Kepala BPKP 
Nomor PER-362/K/D4/2012 
tanggal 9 April 2012 Tentang 
Pedoman Probity Audit 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Bagi APIP. 
 

Pengertian Probity dan Probity Audit 
 

Probity  diartikan 
sebagai 

integritas (integrity), kebenaran 
(uprightness), dan kejujuran 
(honesty).  Konsep probity tidak 
hanya digunakan untuk 
mencegah terjadinya korupsi 
atau ketidakjujuran tetapi juga 
untuk memastikan bahwa 
proses penyelenggaraan 
kegiatan sektor publik, 
seperti proses pengadaan 
barang/jasa, penjualan aset, 
dan pemberian sponsor/
hibah dilaksanakan 
secara wajar, obyektif, 
transparan, dan akuntabel. 
 Terkait dengan proses 
pengadaan barang/jasa, dan 
mengacu pada pengertian di 
atas, probity diartikan sebagai 
’good process’ yaitu proses 
pengadaan barang/jasa 
dilakukan dengan prinsip-
prinsip penegakan integritas, 
kebenaran, dan kejujuran untuk 
memenuhi ketentuan 
perundangan yang berlaku. 
 Berdasarkan 
pengertian dimaksud, probity 
audit dapat didefinisikan 
sebagai kegiatan penilaian 
(independen) untuk 
memastikan bahwa proses 
pengadaan barang/jasa telah 
dilaksanakan secara konsisten 
sesuai dengan prinsip 
penegakan integritas, 
kebenaran, dan kejujuran dan 

memenuhi ketentuan 
perundangan berlaku yang 
bertujuan meningkatkan 
akuntabilitas penggunaan dana 
sektor publik. 
 Probity 
Audit dilaksanakan selama 
proses Pengadaan Barang/Jasa 
berlangsung (Real Time) yaitu 
pada  saat proses PBJ sedang 
berlangsung dan/atau segera 
setelah proses PBJ selesai. 
Ketentuan yang Mendasari :  

1. APIP adalah aparat yang 

melakukan pengawasan melalui 
audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi (K/L/D/I) (pasal 
1 angka 11 Perpres Nomor 54 
Tahun 2010 ) 

2. APIP melakukan 

pengawasan intern atas 

Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
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(lanjutan dihalaman selanjutnya) 

“Berani 

melakukan 

perubahan, 

dan melawan 

korupsi 

adalah 

sesuatu yang 

membuat kita 

lebih 

dihargai” 



Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 

 Beberapa kriteria yang dapat dijadikan 
patokan dalam menetapkan target  probity 
audit yaitu: 
a. Paket pekerjaan berisiko tinggi dan kompleks; 
b. Paket pekerjaan yang mempunyai sejarah 

kontroversial atau bermasalah dengan 
hukum; 

c. Paket pekerjaan yang berpotensi 
menimbulkan konflik kepentingan; 

d. Paket pekerjaan berhubungan dengan 
kepentingan masyarakat; 

e. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan 
dasar masyarakat; 

f. Nilai paket yang besar. 
 
SYARAT  PROBITY AUDITOR  
1.    Independen, Obyektif, Berintegritas Tinggi 

Bebas dari conflict of interesrt, yaitu tidak 
memiliki bisnis keuangan/kepentingan 
individu/tidak sebagai pegawai instansi 
yang diaudit/kontraktor/konsultan yang 
dapat menimbulkan konflik dalam 
penugasannya. Salah satu tools yaitu 
“Conflict of Interest Declaration” 

2.    Menjaga Kerahasiaan 
Semua informasi yang diperoleh harus 

dijaga kerahasiannnya. (tools : check list 
dalam melakukan penilaian aktivitas yang 
dilakukan, dokumentasi, kebijakan yang 
mendasari, dll) 

3.   Memahami Ketentuan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah 
Memiliki sertifikat keahlian pengadaan 
barang/jasa (sebagaimana disyaratkan 
bagi PPK dan Pokja ULP) 

4.    Memahami Proses Pengadaan  B/J 

 Tujuan pelaksanaan diklat audit PBJ 

adalah agar APIP mempunyai peran mengawal 

pelaksanaan pengadaan barang /jasa agar 

memenuhi  prinsip efisien, efektif, terbuka, 

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, 

dan akuntabel. Audit pengadaan barang/jasa 

bertujuan untuk meyakinkan bahwa 

pengadaan barang/jasa dilakukan secara 

efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, 

adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 

P 
ada tanggal 24 s.d. 28 Juli 2017 

bertempat di Pusdiklatwas Badan 

Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), BPKP telah 

menyelenggarakan Diklat Audit Pengadaan 

Barang dan Jasa bagi APIP. Adapaun peserta 

Diklat ini sebanyak 30 peserta yang berasal 

dari instansi pusat dan daerah yakni BSN, BPS, 

BKPM, Kemenko Bidang pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, Kabupaten 

Donggala, Provinsi Banten, Kabupaten 

Bojonegoro, Kota Bogor, Kabupaten 

Kotawaringin Timur, kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur, Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Musi Rawas Utara. 
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P A G E  3  

 Pengadaan barang/jasa 

pemerintah merupakan bagian dari 

kegiatan dalam pelaksanaan anggaran 

belanja pemerintah baik pusat 

maupun daerah yang ditujukan utuk 

memenuhi kebutuhan barang/jasa 

dalam rangka berjalannya tugas pokok 

dan fungsi organisasi pemerintah 

dalam pemberian layanan publik 

kepada masyarakat. 

 Karena melibatkan jumlah 

anggaran yang besar, pengadaan 

barang/jasa merupakan suatu kegiatan 

yang memiliki risiko tinggi dalam 

ketidakefisienan dan ketidakefektifan, 

serta penyelewengan/ kecurangan. 

Salah satu titik rawan korupsi, 

khususnya di pemerintahan, adalah  

pengadaan barang/jasa. Berdasarkan 

catatan KPK dari seluruh kasus tindak 

pidana korupsi yang ditangani saat ini, 

70% dari 385 kasus bermula dari 

pengadaan barang/jasa. 

 

 Untuk dapat melaksanakan 

audit pengadaan barang/jasa dengan 

efektif, APIP harus memiliki 

kompetensi yang memadai. 

Kompetensi tersebut meliputi 

pemahaman tentang ketentuan dan 

tata cara pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa serta teknik – teknik dalam 

audit pengadaan barang/jasa. 

Materi diklat membahas mengenai 

konsepsi pengadaan barang/jasa, cara 

dan tahapan pengadaan, prinsip –

prinsip pengadaan barang/jasa, 

kebijakan umum, dasar hukum/

peratruran pengadaan barang/jasa, 

organisasi pengadaan barang/jasa, 

etika pengadaan barang/jasa, 

persiapan pengadaan barang/jasa, 

penggunaan e-procurement, 

pembuatan program kerja audit dan 

titik kritis dalam pengadaan barang, 

pengadaan pekerjaan konstruksi, 

pengadaan jasa konsultansi, 

pengadaan jasa lainnya, serta 

pembuatan laporan hasil audit 

pengadaan barang/jasa. (Dian) 
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materi diklat ini sangat penting untuk 

meningkatkan kompetensi peserta yang 

merupakan APIP dari K/L dan B 
ertempat di Hotel Mirah, 

Bogor, pada tanggal 17 -  

telah dilakukan Diklat 

Penilaian Maturitas SPIP 

bagi pegawai di lingkungan K/L dan 

Inspektorat Provinsi . Dalam Diklat 

tersebut, BSN mengirimkan Heru 

Suseno, Kepala Inspektorat, sebagai 

peserta. 

 Diklat dibuka oleh Kepala 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pengawasan BPKP, dengan 

memberikan sambutan dan 

pengarahan kepada semua peserta 

yang hadir, yang menekankan bahwa 

inspektorat provinsi dalam melakukan 

penilaian maturitas SPIP di 

organisasinya masing-masing. 

Sebagaimana sasaran kinerja dalam 

RPJM tahun 2014-2019, pada tahun 

2019 seluruh lembaga harus telah 

dapat mencapai nilai maturitas SPIP 

sebesar 3.  

 Materi yang diberikan pada 

Diklat ini antara lain meliputi 

Gambaran umum dan teori mengenai 

SPIP, Strategi penguatan efektifitas 

SPIP, Grand design pengembangan 

SPIP, Mekanisme penilaian tingkat 

maturitas SPIP, Pengenalan aplikasi 

penilaian maturitas SPIP (web based), 

Simulasi, dan Pelaporan. (Heru) 

Diklat Maturitas SPIP 

Kepala Inspektorat BSN mengikuti diklat Penilaian Maturitas SPIP 
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